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Abstract 

 Children are a trust and a gift from God Almighty, who must always be looked after because within them 

are inherent honor, dignity and rights as human beings which must be upheld. Special protection for children is a 

form of protection received by children in certain situations and conditions to guarantee a sense of security against 

threats that endanger themselves and their lives in their growth and development. Therefore, this research aims to 

analyze and explain the implementation of special child protection in the women's empowerment service, child 

protection and community empowerment in the city of Pekanbaru. This type of research uses qualitative methods 

using data collection techniques through observations, interviews and documentation. This research uses 

implementation theory which has 6 dimensions of research. The results of this research indicate that there is a lack 

of optimal implementation of special protection for children. This is caused by several obstacles, namely the lack of 

availability of human resources, the lack of male human resources because they are needed for the purposes of 

caring for male victims, the lack of facilities and infrastructure in the process of implementing special child 

protection, and limited budgets. 
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Abstrak 

 Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga 

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung 

tinggi. Perlindungan khusus anak merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak 

dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang 

membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan menjelaskan tentang penyelenggaraan perlindungan khusus anak di dinas 

pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru. Tipe 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori 

pelaksanaan yang memiliki 6 dimensi peneliaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya 

optimalnya penyelenggaran perlindungan khusus anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala 

yaitu kurangnya ketersediaan sumber daya manusia kurangnya sumberdaya manusia yang berjenis 

kelamin laki laki karna dibutuhkannya untuk keperluan penangganan korban yang berjenis kelamin 

laki laki, kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan perlindungan khusus 

anak, dan terbatasnya anggaran. 

Kata kunci:Pelaksanaan, Program, Perlindungan Khusus Anak 
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Pendahuluan 

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 

B ayat 2 UUD 1945 tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak 

adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 

Perlindungan khusus anak merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh 

anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap 

ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan 

Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi 

tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri 

dan jiwa dalam tumbuh kembangnya," demikian ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 

nomor 2 PP. Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. 

Peraturan ini merupakan mandat dari pasal 71C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 merupakan affirmative action yang bertujuan 

untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, 

memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 

dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Dalam PP 78 Tahun 2021 pada pasal 3 

menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus.  

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi  

 Kemudian, dengan mengkombinasikan dua kata tersebut ke dalam bahasa inggris, 

lahirlah kata administer dan kata bendanya adminitration. Kata “ad” pada awal kata minister 

berarti membantu atau menambah (Dimock & Demock, 1998:21). Di dalam bahasa Inggris-

Indonesia oleh John M. Echol dalam Hasan Shadly (1992:1) to manage artinya mengurus, 

mengatur, melaksanakan, mengelola, 2) to conduct artinya memimpin dan mengadakan, 3) to 

direct artinya menunjukkan serta mengatur. 

Konsep Organisasi 

 Organisasi menurut Robbins (1990:4) Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang 

bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau 

sekelompok tujuan.  

 Menurut Mooney (Syafiie, 2010: 51) Organisasi adalah sebagai bentuk setiap 

perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Kemudian menurut Millet 
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(Syafiie, 2010: 51) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari 

beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. 

Konsep Manajemen 

Menurut Terry (Syafiie, 2010: 49) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan lainnya. 

Menurut Atmosudirjo (Syafiie, 2010: 49) Manajemen merupakan pengendalian dan 

pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, 

diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu. 

Konsep Kebijakan Publik 

Menurut Dye (Syafiie, 2010: 105), kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih 

pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu 

itu (whatever government choose to do or not to do). 

Menurut Chandler dan Plano (Syafiie, 2010: 105), kebijakan publik adalah pemanfaatan 

yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah 

publik. 

Konsep Implementasi 

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 

65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan 

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup 

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam 

proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target 

group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima 

manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik 

organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan 

pengawasan dari proses implementasi tersebut..  

Konsep Pelaksanaan  

Pelaksanaan menurut (Wesra, 2011) adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan melengkapi 

segala kebutuhan alata-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksananakn, dimana tempat 

dan kapan waktu pelaksanaannya.  

Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau 

kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis 

maupun operasioanl atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program 

yang ditetapkan semula. (Abdullah, 2014). 
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Konsep Program 

 Program merupakan bagian dari perencanaan,. Secara umum program diartikan 

sebagai penjabaran dari suatu perencanaan. Program sering pula diartikan sebagai suatu 

kerangka dasar dari pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan. 

(Tachjan, 2006:35). 

 Menurut Hunger, J David & Whelen, Thomas L (2012:27) mengatakan program adalah 

pernyataan aktivitas atau langkah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan 

perencanaan sekali pakai. 

Perlindungan Khusus Anak 

 Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa 

aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 

1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

Metode 

   Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis 

penelitian ini berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti 

sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti,  dalam hal ini adalah 

“Pelaksanaan Dalam Program Perlindungan Khusus Anak Di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru”. Metode 

Kualitatif menurut Johnny Saldana (2011) dalam (Sugiyono, 2020) merupakan payungnya 

semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial 

yang natural/alamiah. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Standard dan Sasaran Kebijakan 

 Standar dan sasaran kelbiljakan, pada dasarnya adalah apa yang dilhelndakil dan 

dilcapail olelh program atau kelbiljakan, bailk yang belrwujud maupun tildak jangka 

pelndelk, melnelngah atau panjang. Keljellasan dan sasaran kelbiljakan harus dapat dillilhat 

selcara spelsilfilk selhilngga dilakhilr program dapat dilkeltahuil kelbelrhasillan atau 

kelgagalan daril kelbiljakan atau program yang diljalankan. 

a.  Mampu menurunkan angka kekerasan pada Anak 

 Belrdasarkan hasill survely dillapangan, pelnelliltil melngamatil bahwasanya tilngkat 

kelkelrasan pada anak masilh ada akan teltapilntildak telrlalu 

silgnilfilkan.selbagailmana yang diljellaskan olelh ilbu Dina Septiana, S.STP,M.Si 

Selkelrtarils Dilnas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Pelrlilndungan Anak Dan 

Pelmbelrdayaan Masyarakat Kota Pelkanbaru 21 Febuari 2024, beliau mengatakan 

sebagai berikut :  
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 “kelkelrasan pada anak dil kota pekanbaru melmang masilh ada akan teltapil tildak 

telrlalu belgiltu banyak maka daril iltu adanya program perlindungan khusus anak 

adalah salah satu upaya untuk melmbatu melngurangil kelkelrasan pada anak dil kota 

pekanbaru”. 

 Belrdasarkan pelrnyataan yang dilbelrilkan kely ilnforman dilatas dapat kilta keltahuil 

bahwa angka kelkerasan seksual pada anak bellum melnurun dan kelkelrasan yang 

masilng selrilng telrjadil adalah kelkelrasan pada anak. Berdasakan hasil wawancara 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih adanya kekerasan seksual pada anak 

khususnya dilingkungan keluarga dan dilingkungan sekolah. masih adanya kekerasan 

seksual pada anak yang dimana faktor utamanya yaitu kurangnya pengawasan orang 

tua dan edukasi oleh staf pengajar selaku pelaksana kegiatan perlindungan khusus 

anak.   

b.  Mampu Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak Secara Merata 

 Sellanjutnya diltambahkan olelh ilbu Dra. Ria Sri Kadarini  sebagai kepala UPT PPA 

Kota Pekanbaru sellaku kely ilnforman melnambahkan : 

 “melnurut saya sellaku kelpala UPT PPA dalam pelmelrataan perlindungan khusus 

anak ilnil telntunya saya mellilhat daril sudut pandamg pelndildilkan untuk 

pelmelnuhan hak anak sudah telrlaksana akan teltapil melmang susah untuk melrata 

selcara melrata karna masil banyaknya faktor faktor yang melnjadil pelghambat salah 

satunya masil melnilngkatnya angka kelkelrasan pada anak melnurut saya jilka masilh 

telrjadil hal selpelrtil ilnil bellum bilsa dilkatakan perlindungan khusus anak sudah 

melrata”. 

 Belrdasarkan pelrnyataan dilatas dapat kilta keltahuil bahwa pelmelrataan 

perlindungan khusus anak bellum melrata selcara selmpurna karelna banyak belbrapa 

faktor yang melmpelngaruhilnya salah satunya adalah masih meningkatnya kekerasan 

pada anak selpelrtil yang dilselbutkan olelh kely ilnforman dilatas. 

2. Sumber Daya 

 Sumber daya merupakan faktor penting yang memiliki peran dalam pelaksanaan 

kebijakan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sumber daya yang dimaksud 

diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. 

a.  Ketersediaan Sumber Daya Manusia 

 Dilanjutkan oleh bapak Drs. Zamzami,M.Si Kepala bidang perlindungan khusus anak 

selaku key ilnforman pelnelliltil mellakukan wawancara pada 04 Maret  2024 melngatakan 

: 

 “Melnurut saya untuk keltelrseldilaan sumbelr daya manusila pada dilnas pelmbelrdayaan 

pelrelmpuan pelrlilndungan anak dan pelmbelrdayaan masyarakat sudah terlaksana 

dengan baik akan tetapi di bildang perlindungan khusus anak dil kota pekanbaru saya 

melrasakan masih kurang  maksimalnya sumbelr daya manusila Dan pelmbagilan kelrja 

dilsilnil belrdasarkan kelahlilan dil bildangnya masilng masilng, jadil rasa saya 

keltelrseldilaan SDM dilsni masih kurang maksimal”.  
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 Belrdasarkan pelrnyataan dilatas dapat kilta keltahuil bahwa keltelrseldilaan sumbelr daya 

manusila dil DP3APM sudah belrjalan delngan bailk dan sudah belrdasarkan kelahlilanya 

masilng masilng, akan tetap kelndala telrhadap keltelrseldilaan sumbelr daya manusila di 

bidang perlindungan khusus anak di kota pekanbaru Dilnas pelmbelrdayaan pelrelmpuan 

pelrlilndungan anak dan pelmbelrdayaan masyarakat belum maksimal. 

b.  Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

 Sellanjutnya pelrnyataan daril ilbu Dra. Ria Sri Kadarini sebagai kepala UPT PPA Kota 

Pekanbaru sellaku kely ilnforman melnambahkan : 

 “Keltelrseldilaan sarana dan prasarana khususnya dil dinas mellaluil perlindungan khusus 

anak melmanglah bellum melmelnuhil kriltelrila sarana dan prasarana yang selsuail 

delngan sop karelna untuk keltelrseldilaan sarana dan pelrasaan masilh ada belbelrapa 

yang kurang selpelrtil tempat duduk buat tamu yang datang”. 

 Belrdasarkan pelrnyataan dilatas dapat kilta keltahuil bahwa untuk sarana dan prasarana 

dalam mellakasanakan perlindungan khusus anak masih ada belbelrapa yang kurang dan 

iltu melnjadil salah satu kurangnya keltelrseldilaan sarana dan prasarana. 

 Berdasarkan hasil Observasi terdapat kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang 

tanpak jelas seperti tidak tersedia dengan lengkap tidak adanya tempat duduk buat tamu 

yang datang ingin melapor sehingga ini mejadi salah satu kurang optimalnya dalam 

pelaksanaan perlindungan khusus anak yang dimana dalam pemenuhan anak semua yang 

mejadi faktor pendukung baik dari sarana mau prasarana harus dipenuhi agar dalam 

pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak bertjalan optimal dan berdasarkan hasil 

observasi juga peneliti temukan bahwasanya saran dan prasarana ini seharusnya 

disediakan oleh pihak dinas. Dan artinya dinas tidak mampu dalam mengoptimalkan 

ketersediaan sarana dan prasarana. 

c.  Ketersediaan Anggaran 

 Dalam hal ilnil kilta pelrlu melngeltahuil anggaran Dilnas pelmbelrdayaan pelrelmpuan 

pelrlilndungan anak dan pelmbelrdayaan masyarakat dalam melnyellelnggarakan 

program perlindungan khusus anak mellaluil kelgilatan perlindungan khusus anak, untuk 

melngeltahuil hal iltu pelnelliltil pelrlu adanya wawancara olelh pilhak telrkailt dil dilnas 

pelmbelrdayaan pelrelmpuan pelrlilndungan anak dan pelmbelrdayaan masyarakat yailtu 

olelh selkelrtarils dilnas ilbu Dina Septiana S.STP., MSi selbagail kely ilnforman pada 21 

Febuari 2024 melmbelril keltelrangan bahwa :  

 “Saya sellaku selkelrtarils dilnas DP3APM mellilhat anggaran yang dilseldilakan olelh 

pelmelrilntah telrkailt program perlindungan khusus anak melmanglah sudah 

telrelalilsasil akan telrapil seljauh ilnil mungkiln ada belbelrapa kelgilatan yang tildak 

telrelalilsasil, khususnya pada saat pandelmil covild anggaran yang dilseldilakan melmang 

tildak telrelalilsasilkan karelna telrhalang belbelrapa kelndala selpelrtil covild maka daril 

iltu anggaran yang tildak telrpakail pada tahun selbellumnya akan dilpelrgunakan pada 

tahun belrilkutnya”. 

 Belrdasarkan pelrnyataan dilatas dapat kilta keltahuil bahwa melmang ada belbelrapa 

kelndala dalam melrelalilsasilkan anggaran yang ada salah satu faktornya  yailtu ada masa 
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covild dan anggaran iltu selndilril dapat kilta lilhat dil laporan keltelrangan pelrtanggung 

jawaban tahun 2020 bahwasanya ada anggaran yang bellum telrelalilsasilkan. 

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

 Karakteristik Orgaisasi pelaksana merupakan badan-badan maupun instansi yang 

turut memiliki peran dalam suatu kebijakan, sikap dan tanggung jawab yang dimiliki oleh 

Organisasi pelaksana sangat menentukan progres kebijakan dari kegiatan kegiatan yang 

dilaksanakan. 

a.  Tupoksi 

 Untuk melngeltahuil bagailmana telrkailt tupoksil pada dilnas pelmbelrdayaan 

pelrelmpuan  pelrlilndungan anak dan pelmbelrdayaan masyarakat pelnelliltil 

mellakukan wawancara lelbilh lanjut olelh Ilbu Dina septiani, S.STP, M.Si sellaku kely 

ilnforman pada 21 Febuari 2024 melmbelrilkan pelrnyataan :  

 “Kalau bilcara soal tupoksil untuk dil dilnas pelmbelrdayaan pelrelmpuan 

pelrlilndungan anak dan pelmbelrdayaan masyarakat sudah selsuail delngan selbagail 

melstilnya selmua pelgawail belkelrja belrdasarkan  tupoksilnya masilng masilng dan 

pelnelmpatan pelgawail belrdasarkan kelahlilan dan dil pelrtanggung jawabkan olelh 

masilng masilng ASN dan pelgawail yang ada dil DP3APM”. 

 Belrdasarkan pelrnyataan dilatas dapat kilta keltahuil bahwa telrkailt tupoksil yang ada 

dil dilnas pelmbelrdayaan pelrelmpuan pelrlilndungan anak dan pelmbelrdayaan 

masyarakat sudah selsuail delngan tupoksilnya masilng masilng artilnya tildak ada 

pelnyilmpangan melngelnail apa yang sudah diltugaskan dan apa yang harus dil 

pelrtanggung jawabnya. 

b.  Berpartisipasi 

 Dillanjutkan pelrnyataan olelh bapak Drs. Zamzami,M.Si Kepala bidang perlindungan 

khusus anak selaku key ilnforman pelnelliltil mellakukan wawancara pada 04 Maret  

2024 melngatakan : 

 “partisipasi dari dinas sendiri selaku pembuat kebijakan tentunya berpartisipasi dan 

ikut serta dalam pelaksanaanya karena kita juga sebgai pendorong berjalanya proram 

tersebut, dan bentuk partisipasi dari pihak dinas salah satunya mendukung 

pelaksanaan perlindungan khusus anak dan menfasilitasi pelaksaan perlindungan 

khusus anak sepertinya melakukan sosialisasi, monitoring dan pelatihan ini merupakan 

bagian dari keikutsertaan kami dari pihak dinas”. 

 Berdasarkan hasil  observasi bahwasanya partisipasi dari berbagai pihak sudah ikut 

serta dalam pelaksaan perlindungan khusus anak tersebut bahkan sampai ke 

masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksaan perlindungan khusus anak ini 

yang artinya semua pihak ikut berpatisipasi dan peduli dengan pelaksaan kegiatan 

perlindungan khusus anak tersebut sehingga adanya saling membantu dalam 

pelaksanaanya. 

c.  Akuntabilitas 
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 Sellanjutnya dillanjutkan olelh Dillanjutkan pelrnyataan olelh bapak Drs. 

Zamzami,M.Si Kepala bidang perlindungan khusus anak selaku key ilnforman 

pelnelliltil mellakukan wawancara pada 04 Maret  2024 melngatakan : 

 “Melnurut pandangan saya sellaku kelpala bidang mellilhat bahwa telrkailt 

akuntabilliltas pelgawail atau staf dinas ilnil sudah cukup bailk jadil melnurus saya 

tildak adanya pelrmasalahan telrkailt akuntabilliltas pelgawail”. 

 Belrdasarkan keltelrangan dilatas dapat kilta keltahuil bahwasanya tildak adanya 

pelrmasalahan telrkailt akuntabilliltas pelgawail artilnya akuntabilliltas pelgawail 

dalam mellaksanakan tugasnya sudah bailk dan berdasarkan hasil wawancara bahwa 

 adanya kesadaran pegawai terkait akintabilitas dalam melaksanakan tugasnya. 

Berdasarkan hasil observasi akuntabilitas seorang pegawai di dinas sudah adanya 

kesadaran rasa tanggung jawab terhadap suatu tugas dan kewajibanya dan untuk 

organisasi pelaksana didinas pun sudah adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas 

yang sudah dibebankan, dapat dilihat dari cara kerja staf dinas dan tanggung jawab staf 

dinas dalam pelaksaan prosesnya.  

4. Sikap Para Pelaksana 

 Untuk melngeltahuil lelbilh dalam melngelnail bagailmana kesiapan kerja karyawan 

maka pelnelliltil mellakukan wawancara olelh ilbu Dina septiana S. STP.,MSi sellaku kely 

ilnforman pada 21 Febuari 2024 melmbelrilkan pelrnyataan bahwa : 

 “terkait bagaimana sikap para pelaksana atau sikap para pegawai dalam menjalankan 

tugasnya itu sudah cukup baik, dan kami dari pihak dinas selaku pembuat kebujkan sekolah 

ramah anak ini sangatlah mendukung penuh dalam pelaksaanya juga kami memfasilitasi dan 

staf pegawai disini juga merespon itu dengan baik, dapat dilihat dari bagaimana kesiapan 

kerja dan kecepatan kerja para begawai dalam melaksanakan tugasnya, karena begitu ada 

perintah dari atasan maka staf pegawai yang terlibat langsug sigap dalam menajalankan tugas 

dan perintahnya”. 

 Berdasarkan hasil Observasi bahwasanya sikap para pelaksana dalam merespon 

kebijakan tersebut sangat antusias dan dilihat dari sikap para staf pegawai yang tanggap 

dalam merespon semua pekerjaan yang diberikan dan pihak dinas begitu sangat antusias 

dalam menjalankan kegiatan perlindungan khusus anak tersebut walaupun untuk terkait 

anggaran kurang memdai dan menfasilitasi dibeberapa tahun terakhir ini. 

5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana 

 Untuk melngeltahuil bagailmana komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 

pelnelliltil mellakukan wawancara olelh ilbu Dra. Ria Sri Kadarini sebagai kepala UPT PPA 

Kota Pekanbaru sellaku kely ilnforman pada 28 Febuari 2024 melnambahkan : 

 “Berdasarkan apa yang saya rasakan selama ini terkait komuikasi pihak dinas cukup 

baik, yang dimana pihak dinas memang betul selalu berkoodinasi dengan kami terkait 

kegiatan kegiatan seperti sosialisasi terkait perlindungan anak tersebut dan pihak dinas juga 

dalam menyampaikan pesan sudah cukup baik dan dalam pesan yang disampaikan juga kami 

respon baik” 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas bagaimana komunikasi antar organisasi 

khususnya bagaiman pesan yang disampaikan dari pihak dinas dengan pihak UPT PPA 
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sudah baik dan tidak ada permasalahan karena dari pihak dinas dan pihak UPT PPA itu 

sendiri juga selalu berkoordinasi terkait kegiatan yang melibatkan UPT PPA maupun dinas 

dan dari pihak UPT PPA juga sangat antusias dengan pesan yang disampaikan oleh dinas 

terlihat dari kinerja mereka. 

6. Ligkungan Ekonomi dan Sosial 

 Sellanjutnya dil lanjutkan  olelh ilbu Dra. Ria Sri Kadarini sebagai kepala UPT PPA 

Kota Pekanbaru sellaku kely ilnforman pada 28 Febuari 2024 melnambahkan : 

 “Saya selaku kepala UPT PPA dalam mengamati bagaimana kondisi eksternal terkait 

pelaksaan perlindungan khusus anak tidak adanya kendala dan bahkan mendapatkan respon 

yang sangat baik yang terutama dari pihak eksternal serta dalam pelaksaan kegiatan 

perlindungan khusus anak dengan inisiatif karena mereka selaku  orang tua juga sadar 

bahwasanya adanay peran orang tua dalam pemenuhan hak anak dan dari segi kondisi 

ekonomi dan sosial juga cukup baik”. 

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat dapat kita ketahui bersama bagiaman kondisi 

lingkungan eksternal dalam mendukung pelaksaan perlindungan khusus anak melalui 

kegiatan perlindungan khusus anak bahwasanya mendapatkan dukungan penuh dari 

lingkunga eksternal dan mendapatkan respon yang baik bahkan lingkungan eksternal ikut 

mendukung dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak tersebut sepertinya mendapat 

dukungan berupa dana maupun  sarana dan prasarana dengan sangat antusias dalam 

menyumbangkan tenaga maupun dana. 

Kesimpulan 

 Belrdasarkan hasill wawancara dan hasil observasi yang pelnelliltil lakukan dapat 

dilsilmpulkan bahwa standar dan sasaran kelbiljakan sudah selsuail delngan jukrnils 

perlindungan khusus anak yang sudah dilteltapkan olelh DP3APM, akan teltapil melngelnail 

sumbelr daya manusila dalam mellaksanakan kelgilatan perlindungan khusus anak masilh 

kurang yang dilselbabkan olelh karaktelrilstilk organilsasil pellaksana kurang adanya 

pelrhatilan lelbilh telrkailt pellaksanaan perlindungan anak telrselbut maka para silkap 

pellaksana dapat dilnillail kurang bailk dalam meljalankan kelgilatan perlindungan khusus 

anak telrselbut juga dalam komunilkasil antar organilsasil bellum bilsa dilanggap bailk 

karelna adanya keltildakselsuailaan ilntruksil dan pelsan yang diltelrilma antar organilsasil 

,dan masilh ada belbelrapa sarana dan prasarana yang kurang dalam melnunjang prosels 

pellaksanaan perlindungan khusus anak,dan Anggaran juga melnjadil faktor pelnghambat 

dalam mellaksanakan kelgilatan perlindungan khusus anak, dilkarelnakan telrbatasnya 

anggaran makan dilnas pelmbelrdayaan pelrelmpuan pelrlilndungan anak dan 

pelmbelrdayaan masyarakat tildak dapat mellakukan sosilalilsasil dil Pelkanbaru delngan iltu 

melnjadil pelrmasalahan dalam mellaksanakan kelgilatan perlindungan khusus anak dan 

tildak adanya tilm pelngawasan dalam kelgilatan perlindungan khusus anak telrselbut. 
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